
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR  4  TAHUN  2010 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR  9  TAHUN 2009  

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGAWI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah oleh Gubernur 
Jawa Timur, sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Jawa Timur 
Nomor 188/16123/013/2009 tanggal 4 Nopember 2009 dan Keputusan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ngawi  Nomor 05 Tahun 
2010 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan 
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditinjau kembali untuk diadakan 
perubahan ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 
 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004           Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor 
Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 473, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994        Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia      Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor  40 Tahun 1996 tentang Hak guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan 
Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah 
Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4073); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4593); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

19. Peraturan Pemerinah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia            Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ; 

22. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah 
Negeri; 

23. Keputusan Presiden 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/ Penetapan Status Rumah 
Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; 

24. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi 
Manajemen Barang Daerah; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi 
dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kota/ Kabupaten; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 
Nomor 07); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 09). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

dan 
BUPATI NGAWI 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

 
Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 09), diubah sebagai berikut : 

 
1. Pasal 1 nomor 40, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
“40.  Penilaian, adalah suatu proses kegiatan Penelitian yang selektif 

didasarkan pada data/ Fakta  yang  obyektif  dan relevan dengan 
menggunakan metode /teknis tertentu  untuk memperoleh nilai barang 
milik Daerah.” 

 
2. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

”Pasal 16 
 

(1) Penerimaan Barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada 
Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari 
suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui 
Pengelola. 

(2) Penerimaan barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, 
hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah 
menjadi Barang Milik Daerah. 

(3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan 
kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2). 

(4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) 
dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah 
sesuai Peraturan Perudang-undangan yang berlaku. 

(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. 

(6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1),   
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati.” 
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3. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : 
 

“Pasal 32 
 

(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga 
sepanjang menguntungkan Daerah. 

(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status hukum/status 
kepemilikan barang daerah. 

(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan 
oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati. 

(4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih dipergunakan oleh pengguna,dilaksanakan oleh pengguna setelah 
mendapat persetujuan dari pengelola. 

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang. 

(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang 
sekurang-kurangnya memuat : 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama 

jangka waktu penyewaan; dan 
d. persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(7) Barang milik daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan 
dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut. 

(8) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Daerah. 

(9) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah.” 
 

 
4. Pasal 57 ayat (2), diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut : 
 

“pasal 57 
 

(1) Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan 
barang milik daerah, meliputi : 
a. penjualan; 
b. tukar menukar; 
c. hibah; dan 
d. penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

(2) a.   Pelaksanaan   pemindahtanganan    barang     milik    daerah    sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  untuk : 

 
1. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang bernilai 

lebih dari Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah). 
2. dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 

5.000.000.000.- (lima miliar rupiah). 
 

b. untuk barang milik daerah  selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 
sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah), dilakukan oleh 
pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 
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(3) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tanpa memerlukan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila : 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan 
d. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara 
ekonomis. 

(4) Hasil pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah. 

(5) Tata cara pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ” 

 
5. Pasal 72 Huruf e, diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut : 
 

“Pasal 72 
 

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 
huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan 
kelengkapan data; 

b. Bupati melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan 
mengkaji  alasan/pertimbangan  perlunya tukar menukar tanah dan/ atau 
bangunan dari aspek teknis ,ekonomis dan yuridis; 

c. apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan 
menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan ditukarkan; 

d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya, dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai 
batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan 

f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang penganti harus 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.” 

 
 
6. Pasal 74 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut : 

 
“Pasal 74 

 
(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
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(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai  
berikut : 
a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d. (dihapus).” 

 
 

7. Pasal 75 ayat (1) setelah huruf c ditambah huruf d, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
“Pasal 75 

 
(1) Hibah barang milik daerah berupa : 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kepada Bupati; 

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncakan untuk 
dihibahkan; 

c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melaui Pengelola Barang; dan 

d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dihibahkan. 

(2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan 
huruf c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan 
oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.” 
 
 

8. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut : 
 

 “Pasal 76 
 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf c dan huruf d yang 
bernilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Tata cara pelaksanakaan hibah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.” 
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Pasal II 

 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  
dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah Kabupaten  Ngawi. 
  
 
 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal 1 Maret 2010                           
 
BUPATI NGAWI, 
 
 

ttd 
 
 
 

  HARSONO 
 
 
Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal 1 Maret 2010                           
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  NGAWI, 
 
 

ttd 
 
 
  MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 04 

 
 


